2.5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
2.5.1. KESIMPULAN
Berdasarkan pendapat hukum yang telah dikemukakan, penulis dapat
menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan masalah hukum pertama terkait dengan keabsahan PP]B No.
XXXX/LEG/2016, dapat disimpulkan bahwa PPJB No. XXXX/LEG/2016
antara Ibu Ertuti dan Ibu Mira merupakan perjanjian yang tidak sah
secara hukum. Hal ini dikarenakan PP]B tersebut tidak memenuhi salah
satu syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu syarat
suatu sebab yang halal. Dalam perjanjian kredit dengan Bank, pada
umumnya Bank sebagai penerima Hak Tanggungan akan memperjanjikan
bahwa debitur pemberi Hak Tanggungan tidak akan mengalihkan objek
Hak Tanggungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g
UUHT. Oleh karena itu, dengan Bapak Candra mengalihkan objek Hak
Tanggungan tanpa persetujuan BSI kepada Ibu Mira tanpa persetujuan
tertulis dari BSI, maka PPJB No. XXXX/LEG/2016 menjadi tidak sah dan
berakibat batal demi hukum.

2. Berdasarkan masalah hukum kedua terkait dengan keabsahan lelang
objek Hak Tanggungan, dapat disimpulkan bahwa untuk menilai
keabsahan lelang eksekusi Hak Tanggungan, perlu diketahui bahwa
berdasarkan Pasal 6 UUHT, BSI memiliki hak untuk menjual objek Hak
Tanggungan melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan
untuk pelunasan piutangnya karena Bapak Candra cidera janji. Dalam
Pasal 41 PP No. 24/1997 juga dijelaskan bahwa pemindahan hak dengan
lelang hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan kutipan risalah
lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang. Sehingga, dalam hal ini lelang
eksekusi objek Hak Tanggungan dapat dikatakan sah selama dapat
dibuktikan dengan Kutipan Risalah Lelang yang dibuat Pejabat Lelang dan
telah dilakukan pendaftaran hak, serta dilakukan balik nama kepada
Bapak Ega sebagai pembeli lelang. Dalam pelaksanaan lelang eksekusi
Hak Tanggungan perlu dianalisis juga mengenai prosedur lelang,
terutama dalam hal penentuan nilai limit. Dikarenakan penulis tidak

menerima dokumen laporan hasil penaksiran dari Penaksir Internal BS],
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maka penulis tidak dapat menilai apakah laporan penaksiran tersebut
memenuhi kriteria dalam prosedur penentuan nilai limit terkait metode
penelitian sebagaimana diatur dalam SPI dan KEPI. Akan tetapi, dalam
melakukan analisis pasar, Penaksir Internal BSI harus
mempertimbangkan kriteria analisis nilai pasar yaitu menguntungkan
secara finansial dan menghasilkan nilai tertinggi dengan menerapkan
prinsip objektivitas, perilaku profesional dan kompetensi. Oleh karena itu,
apabila Penaksir Internal BSI dalam membuat laporan hasil penaksiran
nilai limit lelang eksekusi objek Hak Tanggungan dengan harga penjualan
lelang sebesar Rp759.016.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta
enam belas ribu rupiah) tidak dilakukan berdasarkan kriteria di atas,
maka lelang tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang.

. Berdasarkan masalah hukum ketiga terkait dengan upaya hukum yang
dapat dilakukan oleh pembeli objek Hak Tanggungan atas dasar PPJB No.
XXXX/LEG/2016, dapat disimpulkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

e Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Ibu Mira, adalah gugatan
ganti rugi atas dasar Perbuatan Melawan Hukum kepada Bapak
Candra. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata,
Bapak Candra telah melakukan perbuatan melawan hukum
dengan melepaskan haknya atas objek Hak Tanggungan kepada
Ibu Mira tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada BSI
sebagai pemegang Hak Tanggungan, sehingga menyebabkan PP]B
No. XXXX/LEG/2016 menjadi batal demi hukum. Atas hal tersebut,
BSI tidak mengakui adanya peralihan debitur dari Bapak Candra
kepada Ibu Mira, sehingga Ibu Mira tidak memiliki legal standing
untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada
BSI atas kesalahan atau kelalaian Penaksir Internal BSI dalam
menaksir nilai limit lelang.

e Pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan
PMH kepada BSI atas kesalahan atau kelalaian Penaksir Internal
BSI adalah Bapak Candra sebagai debitur pemberi Hak
Tanggungan. Hal ini karena Bapak Candra adalah debitur yang

merasa dirugikan atas harga lelang yang terlalu rendah dan
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prosedur pelaksanaan lelang yang tidak tepat. Bapak Candra dapat
mengajukan gugatan atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal
1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdata kepada BSI apabila
Penaksir Internal BSI dalam melakukan penaksiran tidak
berpedoman pada SPI dan KEPI. Terutama dalam melakukan
analisis pasar tidak memenuhi kriteria analisis nilai pasar yaitu
menguntungkan secara finansial dan menghasilkan nilai tertinggi
dan tidak menerapkan prinsip objektivitas, perilaku profesional
dan kompetensi merupakan kesengajaan. Sementara itu, apabila
perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penaksir Internal BSI
tersebut dilakukan merupakan kelalaian, maka Bapak Candra
dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar
Pasal 1366 KUHPerdata jo. Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3)
KUHPerdata. Di mana gugatan perbuatan melawan hukum
tersebut ditujukan kepada BSI sebagai Tergugat I, Bapak Ega
sebagai Tergugat II, dan KPKNL sebagai Turut Tergugat.
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2.5.2. REKOMENDASI

1. Atas masalah hukum terkait dengan PPJB No. XXXX/LEG/2016 yang tidak
sah dan batal demi hukum, maka dalam melakukan jual beli terutama
tanah dan bangunan diharapkan masyarakat, terutama Ibu Mira sebagai
pembeli objek Hak Tanggungan untuk mempelajari dan memahami
dengan seksama isi dokumen yang berkaitan dengan tanah dan bangunan
tersebut. Terlebih apabila tanah dan bangunan tersebut merupakan objek
Hak Tanggungan yang terikat di Bank. Hal ini dikarenakan, pada
umumnya dalam APHT akan dicantumkan klausul janji bahwa debitur
pemberi Hak Tanggungan tidak akan mengalihkan kepemilikan atas objek
Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
Apabila Bank tidak memberikan persetujuan tertulis dan mengakui
adanya peralihan debitur, maka akan merugikan pihak ketiga sebagai
pembeli apabila perjanjian pengikatan jual beli batal demi hukum. Oleh
karena itu, dalam melakukan jual beli tanah dan bangunan, sebaiknya
dilakukan dihadapan PPAT melalui akta otentik. Hal ini dikarenakan
dalam membuat akta otentik, notaris bertanggung jawab secara penuh
atas isi akta, pihak yang menghadap, serta tanda tangan para pihak dalam
akta tersebut, sehingga notaris mengetahui bahwa objek jual beli adalah
objek Hak Tanggungan.

2. Atas masalah hukum terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh Ibu Mira sebagai pembeli objek Hak Tanggungan, maka berdasarkan
penelusuran hukum yang telah penulis lakukan, sebenarnya Ibu Mira
dapat melakukan gugatan ganti rugi atas dasar Perbuatan Melawan
Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata kepada Bapak Candra. Akan
tetapi, kemungkinan Ibu Mira untuk memenangkan gugatan ganti rugi
tersebut kecil. Hal ini dikarenakan Ibu Mira mengetahui bahwa tanah dan
bangunan objek jual beli merupakan objek Hak Tanggungan. Selain
gugatan ganti rugi atas dasar Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan
Pasal 1365 KUHPerdata kepada Bapak Candra, Ibu Mira juga dapat
melakukan upaya hukum lain dengan melakukan negosiasi dengan Bapak
Candra. Ibu Mira dapat bernegosiasi dengan Bapak Candra untuk tidak

akan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Bapak
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Candra, apabila Bapak Candra sebagai debitur pemberi Hak Tanggungan
mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum kepada BSI
sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian
Penaksir Internal BSI yang tidak sesuai dengan prosedur penetapan nilai
limit lelang yang tidak berpedoman pada SPI dan KEPI. Akan tetapi, upaya
ini terdapat kelemahan apabila Bapak Candra menolak negosiasi Ibu Mira
dikarenakan Bapak Candra merasa sudah tidak memiliki kepentingan atas
tanah dan bangunan objek Hak Tanggungan tersebut. Oleh karena itu,
untuk saat ini upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Ibu Mira adalah
bernegosiasi dengan Bapak Ega sebagai pembeli lelang untuk
memberikan waktu dan sejumlah uang sebagai biaya pengosongan tanah

dan bangunan objek Hak Tanggungan.
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